BAB I

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM DALAM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN JAMINAN FIDUSIA
A. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang
bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat
disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan
mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana
perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada
dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum
diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian
hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi
hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior
principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal
validity of a defined group of values™’. Kemudian kepastian hukum menurut

Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum

17" Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “ASAS KEPASTIAN HUKUM
DALAM |IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN
LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,” Jurnal
Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88—100.
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dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-
wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan

menegakkan aturan hukum.®

2. Pengertian Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan
argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah,
atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis'®. Menurut Hans kalsen,
Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan
mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori
hukum murni, yang disebut teori hukum positif®®. Sedangkan menurut W.
Friedman, Teori hukum adalah iimu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum
yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin
teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori

hukum harus disandingan dengan iimu hukum yang lainnya?..

Teori hukum berbeda dengan hukum posistif. Hal ini perlu dipahami supaya
terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara
teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan
filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat

hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian,

18 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden.
19 H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua,
2014, him, 53.
20 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2010,hIm, 38.
2L W. Friendman,Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta,PT
Raja Grafindo, 1990, him, 1.
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perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena toeri hukum juga

mempersoalkan hal berikut:

a. Mengapa hukum berlaku?

b. Apa dasar kekuatan pengikatnya?

c. Apa yang menjadi tujuan hukum?

d. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?

e. Apa hubunganya dengan individu dan masyarakat?
f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?

g. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

Dalam teori hukum memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah
dipahami secara utuh dan komprehensip. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari
lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum pada
dasarnya meberikan suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu
meskipun hukum memiliki pandangan yang umum ataupun universal, tetapi

didalam perkembangannya teori hukum itu sendiri sangat bijaksana.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap

aturanaturan tersebut.
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d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum.

e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan??.

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,
sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.?

4. Asas Kepastian,Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-
norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang
berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu
bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.?*

22 Soeroso, 2011. Pengantar llmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

23 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
2 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 158
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Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai

identitas, yaitu sebagai berikut: %

a) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut
yuridis.

b) Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di
depan pengadilan.

c) Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau

utility)

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Paositivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan
sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex,
summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali
keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan
merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling

substantif adalah keadilan.2®

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

25 Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011),
diakses pada 5 Januari 2018

26 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59
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adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.?’

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,
tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum

B. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24
ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan

hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

27 Riduan Syahrani, rangkuman intisari ilmu hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
hal 23
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Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki
yaitu memeriksa, megadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan
pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah
Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang
ini setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah
Konstitusi dan dilaksanakan melalui kewenangannya yaitu sebagai pengawal
konstitusi (the guardian of the constitutio), penafsir final konstitusi (the final
interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of
human right), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the
citizen’s constitutional right), dan pelindung demokrasi (the protector of

democracy).®

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa
tentang hasil Pemilu.

b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

28 Ayu Desiana. 2014. Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 : Analisis
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal. 50.
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Kemudian dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai

berikut :

a) Menguiji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD NRI 1945.

¢) Memutus pembubaran partai politik.

d) Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.

e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas maka kewenangan yang dimiliki

oleh Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang telah
diperintahkan dalam UUD NRI 1945, namun dalam ketentuan Pasal diatas
kewajiban Mahkamah Konstitusi dijelaskan secara lebih rinci, dimana Mahkamah
Konstitusi berkewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

UUD NRI 1945.
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2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat
negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat
secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak
kepadanya.Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang
dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana
kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun

undang-undang.?

Pernyataan sikap ataupun perbuatan pejabat yang berwenang dalam
menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan
sela.®® Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-
benar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara
Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan
mengikat (final and binding). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi
ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final
(legaly binding) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan
dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya
hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang

juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau

29 Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.”Kelengkapan Hakim dan Keabsahan Putusan MK”,
http://hukum.kompasiana.com, diakses pada 13 Juli 2020

30 Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar
Grafika. Hal 202
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lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah

dijatuhkan.

Putusan sela adalah satu putusan yang belum mengakhiri sengketa. Di
Mahkamah Konstitusi dikenal beschikking yang disebut dengan ketetapan. Secara
umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi
kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan
antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

‘Mahkamah  Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang

memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan

sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada
putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan
sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan
putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara yang dilakukan
sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam
Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan
Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan
putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa

pokok (bodem gaschill).

Perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak
mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar
dikeluarkan putusan sela. Untuk menunda berlakunya satu undang-undang

tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi
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selalu menolak permohonan demikian dengan mendasarkan pada Pasal 58

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

‘Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku,
sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”

Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi jelas melarang putusan
provisi dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar
bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Kontitusi,

dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir dimaksud.

Selain kedua jenis putusan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi dapat
dibedakan berdasarkan jenis amar putusannya, antara lain putusan yang bersifat
declaratoir, constitutief, dan condemnatoir. Putusan declaratoir adalah putusan
dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang
menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang
bersifat declaratoir. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan

tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undangundang,
sifat declaratoir ini sangat jelas dalam amarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut

‘Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2),

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat,
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pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”

Dalam hal ini, dengan tegas hakim akan menyatakan dalam amar
putusannya bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari
undangundang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan
tersebut hanyalah declaratoir dan tidak mengandung unsur penghukuman atau
amar yang bersifat condemnatoir. Akan tetapi, setiap putusan yang berifat
declaratoir khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau
padal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat constitutief.

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan satu keadaan
hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu
undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan
dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena
undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan satu keadaan hukum baru.

Satu putusan dikatakan condemnatoir jika putusan tersebut berisi
penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi.
Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau
undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau
tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan condemnatoir
ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan

eksekutorial terhadap tergugat/termohon.
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3. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim
sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau
undangundang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon
yang merasakan hak-hak kosntitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu
undang-undang. Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan
putusannya berkenaaan dengan pengujian undang-undang, landasan putusannya
harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi

a) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti
dan keyakinan hakim.

b) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus
didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

c) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap
dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar
putusan.

d) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara
musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang
dipimpin oleh ketua sidang.

e) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

permohonan.
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f) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah
ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

g) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil
dengan suara terbanyak.

h) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak,
suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

i) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau
ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

j) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang

berbeda dimuat dalam putusan.

Ketentuan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi adalah suatu hal yang
bersifat fundamental yang samapi saat ini dipandang sebagai instrumen penuntun
bagi setiap hakim konstitusi yang akan memberikan putusan dalam ataupun untuk

mengakhiri suatu sengketa.

Landasan hukum pengambilan keputusan terhadap pengajuan
undangundang secara teknis yuridis telah diatur. Aspek filosofisnya pun dapat
dipahami oleh para hakim konstitusi, bahwa hak-hak konstitusional pemohon yang
merasa dirugikan dapat terpulihkan jika para hakim tidak memiliki persepsi dengan

pemohon dalam merujuk sumber-sumber hukum yang menjadi dasar putusannya.
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4. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan di dalam sidang
pleno terbuka untuk umum secara yuridis sudah mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat, baik dalam kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
Kekuatan putusan ini sudah sejak lama dikenal dalam Hukum Acara Perdata pada
umumnya. Meskipun demikian, kekuatan-kekuatan putusan ini pun dapat
diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-
undang yang dimohonkan. Berikut adalah uraian mengenai ketiga kekuatan

putusan tersebut:

a) Kekuatan Mengikat

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”. Putusan

Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan pula dalam Pasal 47 yang menyebutkan

“‘Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum?”.

Berdasarkan ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti
tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para
pemohon untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan itu tidak
sesuai dengan permohonannya. Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihak-
pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terikat dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi.
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Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-
pihak dalam perkara terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa
yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun
sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terikat pada
putusan tersebut, dapat diartikan pula bahwa akan mematuhi perubahan keadaan

hukum yang diciptakan melalui putusan tersebut dan melaksanakannya.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda
dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat
pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sebaliknya,
putusan Mahkamah Kostitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah dan
DPR, juga semua orang, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam

wilayah hukum Indonesia.

b. Kekuatan Pembuktian

Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan “Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Hal
ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undangundang yang pernah
dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti, karena sesuai dengan
ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk

memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat
digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa
yang diputus oleh hakim dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak

diperkenankan. Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar
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(resjudicata proveritate habetur) adalah prinsip fundamental dalam putusan

Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang.

c. Kekutan Eksekutorial

Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan hukum mengikat belum
cukup dan tidak berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat direalisir atau
dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan esekutorial adalah putusan yang
menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisir melalui
eksekusi oleh alat negara. Kekuatan eksekutorial ini sudah lazim dalam praktik

pengadilan biasa di tanah air.

Sebaliknya, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap
telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum. Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang
melaksanakan (mengeksekusi) putusan, karena sifat putusannya adalah

declaratoir.

Merujuk Pasal 47 dan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, dapat
digarisbawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,
sedangkan kekuatan eksekutorialnya sejak dimuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara

teknis yuridis bersifat declaratoir-constitutif. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi
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selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, sekaligus
meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam pengujian undang-undang, meski membawa akibat hukum
tertentu, tetapi ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi menyatakan :

‘Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku
sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut

bertentangan dengan UUD 1945”

Jika pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah
Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan
Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu
merupakan perbuatan melawan hukum yang pengawasannya ada dalam

mekanisme hukum tata negara.

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam perkembangannya mengenai jaminan benda bergerak yang
dijaminkan dengan hak gadai tidak lagi memenuhi kebutuhan, karena benda yang
dijadikan jaminannya harus diserahkan kepada pihak kreditur sedangkan dalam
perkembangannya benda yang menjadi objek jaminan tersebut masih tetap
berada di pihak debitur. Maka hak jaminan fidusia yang dapat mengatasi masalah
tersebut, karena penyerahannya dilakukan berdasarkan constitutum possesorium
(penyerahan benda berdasarkan kepercayaan). Ketentuan tentang hak jaminan
fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999 yang memberlakukannya

mengenai UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



42

menjadi landasan hukum bagi pihak yang berkepentingan baik kreditur maupun

debitur.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan
masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana
untuk membantu kegiatan sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan
bagi para pihak yang menggunakan, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun
sebaliknya, karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak
yang menerima fidusia. Berdasarkan Pasal 11 jaminan fidusia dianggap baru lahir
setelah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia®'. Pemberi Fidusia mungkin
saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain

tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi
Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam
persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan
kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat
yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini Objek Jaminan Fidusia
diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak

berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak

31 Khifni Kafa and Rian Sacipto, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH,” Jurnal Imu Hukum 4 (2019): 21-40.
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tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan.®

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia
guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan
pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditur lain, karena Jaminan Fidusia memberikan hak
kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi Objek
Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran
yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak
Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda

tersebut.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa
Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang fidusia ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Didalam
undang-undang ini juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah
“Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi,
kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut dengan istilah
lengkapnya berupa Fiduciare Eigendom Overdracht (penyerahan hak milik secara
kepercayaan). Penggunaan istilah fidusia tampaknya sudah umum diterima, yang
terlihat dari digunakannya istilah tersebut dalam buku-buku yang ditulis dalam
bahasa Indonesia. Namun sebelum itu pun perundang-undangan kita sudah
menggunakan istilah “Fidusia”, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

32 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 20.
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Dalam Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda”.

Pasal 1 sub 2 yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai
agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap keditur lainnya.

2. Peranan Jaminan Fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh
para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang
lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenubhi
kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai meliputi beberapa

unsur:

a) Adanya asas inbezitstelling; Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan
atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai,
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini
merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda
bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan

benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda
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tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk
mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi
perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya.
Mereka di samping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut
sebagai alat untuk bekerja.

b) Gadai atas surat-surat piutang; Kelemahan dalam pelaksanaan gadai
atas surat-surat piutang ini karena :

i. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-
piutang oleh si pemegang gadai;

ii. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana
gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara
pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut
kepada si debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak
memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian,
berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya
kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak
baik dalam dunia perdagangan.

c) Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan
sebagai kreditur terkuat, sebagimana tampak dalam hal membagi hasil
eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak previlege dapat

berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas,
mengakibatkan timbulnya lembaga baru, vyaitu fidusia. Pada awal

perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari
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yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2)

KUH Perdata.

Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan.

Namun dalam perkembangannya Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari

1929 mengakui sahnya figur fidusia. Arrest ini terkenal dengan Bierbrouwerij

Arrest. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi

hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian

fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum P.A Stein

berpendapat bahwa:*

Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang
mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang
mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan
mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda
bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia
justru benda bukan haknya debitur,

Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat
disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa
sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda
bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;

Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik
sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584

KUH Perdata);

33 p,A Stein dalam H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, 2005 him 59
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v. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut
semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan,
tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak
demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hokum
sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang

normal.3*

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18
agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya arrest ini karena pengaruh asas
konkordansi. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang
mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah,
pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.
Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan sebagai dasar hukum yang kuat
bagi pengikatan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak
berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak

Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu®.

Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia
usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum
yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; bahwa
Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini
masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan

perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; bahwa untuk memenuhi

34 QOp. Cit Hal 18
35 FATMA PAPARANG, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia,”
Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum 1, no. 2 (2014): 56-70.
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kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk
menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi
pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap
mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Ketiga hal tersebutlah yang melandasi perlu dibentuknya
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang sudah tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.

3. Ciri-ciri Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia mempunyai arti sebegaimana dipaparkan oleh ketentuan
undang-undang dan para ahli, pada dasarnya jaminan fidusia juga mempunyai ciri-

ciri Seperti halnya Hak Tanggungan, adapun ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya:

a. Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan.

Hak kebendaan adalah suatu hak absolut. Artinya hak yang melekat pada
suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat

dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

b. Jaminan Fidusia bersifat accesoir

Perjanjian accesoir maksudnya adalah suatu perjanjian yang tidak berdiri
sendiri tetapi mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang.
Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat

sebagai berikut:

a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ;
b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya

perjanjian pokok ;
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c) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika

ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.

Konsekuensi dari perjanjian accesoir adalah jika perjanjian pokok tidak sah
atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku maka

secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian accesoir juga ikut batal.

c. Jaminan Fidusia bersifat droit de suite.

Droit de suite artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau
hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Apabila di atas suatu hak
kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama
dipindahtangankan maka hak kebendaan yang melekat diatasnya akan tetap

mengikutinya.

d. Jaminan Fidusia bersifat droit de preference.

Droit de preference artinya hak yang didahulukan atau diutamakan. Disini
kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lain
untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi

obyek Jaminan Fidusia.

e. Jaminan Fidusia bersifat constitutum possesorium

Constitutum possesorium artinya hak pengalihan hak milik atas suatu
benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Di sini
Pemberi Jaminan Fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingannya
sendiri maupun untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia yaitu sebagai
jaminan pelunasan hutang jika Pemberi Jaminan Fidusia sudah memiliki cukup

dana untuk melunasi hutangnya.
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f. Jaminan Fidusia merupakan jaminan pelunasan hutang

Oleh karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian accesoir maka dengan
sendirinya mempunyai sifat hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dalam
perjanjian pokok. Dengan demikian jika debitur melunasi hutangnya maka hak
milik atas benda yang penguasaannya masih ditanga debitur akan kembali ke
tangan debitur tersebut selaku pemilik asli dari benda yang bersangkutan.
g. Adanya parate eksekusi

Dengan kedudukan separatis dan hak preferen yang dimiliki kreditur
Penerima Jaminan Fidusia maka kreditur tersebut berhak melakukan parate
eksekusi dan menagih piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan

tanpa suatu titel eksekutorial

4. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan
kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi
dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis,
sebagai gejala alam, sebagai mahluk budaya yang berakal, berperasaan, dan

berkehendak.3¢

Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala
dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum,

mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk

36 J, Satrio, Op Cit, him. 179
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memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan
wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi
atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat
dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini
memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah®’. Subjek hukum dari fidusia diatur
dalam Pasal 1 sub 5, sub 6, sub 8 dan sub 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Subjek fidusia merupakan hubungan hukum antara
orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Kreditur biasanya pihak

yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif.

Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan
tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya.
Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan

menggugat dimuka pengadilan dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan pada Pasal 21 dinyatakan :

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :3

a. Perusaan Perseroan (Persero),
b. Perusahaan Daerah,

c. Koperasi,

37 M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-1 3, no. 1
(2016): 75-92, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307.
% |bid.
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d. Perseroan Terbatas.

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atas
undang-undang. Sedangkan Debitur adalah pihak yang mempunyai hutang
karena perjanjian atau undang-undang. Pemberi Fidusia adalah orang
perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai
piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Membahas mengenai Objek Jaminan fidusia tidak lepas dari benda yang
diatur dalam pasal 499 KUHPerdata, benda yang diartikan zaak ialah semua
barang dan hak. Hak disebut juga dengan bagian dari harta kekayaan
(vermogenstanddeel). Pasal 1 sub 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang
dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10,
dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai
berikut:*

1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.

2) Dapat atas benda berwujud.

3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.

4) Benda bergerak

5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

3% Munir Fuady, Op Cit, him. 27.
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6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik.

7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh di kemudian,
tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.

10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.

11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek

jaminan fidusia.

12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi

objek jaminan fidusia. Jadi yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:
Benda bergerak Benda tidak bergerak Khusus yang berupa bangunan,
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Dan harus dapat dimiliki dan
dialihkan.

Dalam Pasal 4 sub 1, sub 2 dan sub 4 Undang-undang Hak Tanggungan,
bangunan yang bersatu dengan tanahnya yang berdiri diatas hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftar
dan dapat dialihkan bisa dibebani dengan hak tanggungan, maka yang dapat
dibebani dengan Fidusia adalah bangunanbangunan yang tidak berdiri di atas hak
atas tanah seperti yang disebutkan yang diatas. Misalnya adalah bangunan-
bangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai.*

Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa yang menjadi objek jaminan
fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut

dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun

40 J, Satrio, Op Cit, him. 180.
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tak terdaftar, bergerak maupun tak bergerak, dengan syarat bahwa benda
dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang jis Pasal 1162 KUHPerdata.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia yang
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang
(receivables), maka jaminan fidusia telah menggantikan cessi jaminan atas
piutang-piutang (zakerheidscessie yan schulvoreringen, fiduciary assigment of
recevables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.*

Selanjutnya Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa selain benda yang
sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga benda yang diperoleh
dikemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ini berarti bahwa benda
tersebut demi hukum akan dibebani dngan jaminan fidusia pada saat benda
dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Berkenaan dengan pembebanan
jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang, yang diperoleh kemudian Undang-
Undang Fidusia menetapkan bahwa tidak perlu dibuat pejanjian jaminan fidusia
tersendiri oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang
untuk nantinya” (nu vooralsdan) atas benda tersebut. Dikemungkinannya
pembebanan jaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat
membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan (stock)
bahan baku dan bahan penolong.

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut.
Demikian pula jaminan fiudsia meliputi klaim asuransi sehingga klaim asuransi

tersebut akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana

41 Munir Fuady, Op Cit, him. 27.



55

benda tersebut musnah. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2)
I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Pasal 297
KUHDagang.

Dalam hal pemberian kredit, Jaminan Fidusia dapat memberikan
pengamanan dan jaminan kredit, karena objek yang dibebani hak jaminan fidusia
bukan objek yang sudah ada pada saat pembebanan hak jaminan fidusia tetapi
juga yang akan ada. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Jaminan Fidusia dapat diberikan
terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang
telah ada pada saat penjaminan diberikan maupun yuang diperoleh kemudian”.
Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial.

Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan fidusia mencakup
benda yang diperoleh dikemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini
menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda yang dapat

dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang.

5. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata
cara dari proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian dapat dikatakan eksekusi
merupakan tindakan yang berkesinambungan dan keseluruhan proses hukum

acara perdata.*?

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang

Diperbaharui menyatakan pengertian eksekusi sama dengan tindakan

42 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua),
cetakan ketiga, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Oktober 2007), halaman 6
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menjalankan putusan. Pada asasnya eksekusi merupakan putusan Hakim yang
sudah mempunyai kekuatan hukum vyang pasti yang dapat dijalankan.
Menjalankan putusan pengadilan ialah melaksanakan isi putusan pengadilan yang
dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah
tidak mau menjalankannya secara sukarela.*® Di samping itu putusan pengadilan
yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang
mengandung amar “condemnatoir”’, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat
deklaratoir dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan

eksekusi dalam menjalankannya®*.

Ada beberapa asas dalam eksekusi. Pertama, eksekusi dilaksanakan atas
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya dalam putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap tidak ada pihak lain mengajukan upaya hukum berupa
banding dan kasasi. Mahkamah Agung mendefinisikan putusan yang berkekuatan
hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua
belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang
terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang
diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan

Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Ada beberapa bentuk pengecualian dibenarkan oleh undang-undang yang
memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu :

4 |bid, Hal 6

4 Muhammad Junaid Soegianto, Diah Sulistiyani R S, “EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA,” Jurnal lus
Constituendum 4, no. Nomor 2 (2019): 213.
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a) Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij
voorraad).

Pasal 180 ayat 1 HIR menyatakan eksekusi dapat dijalankan pengadilan
terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum
memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini memberikan hak kepada
penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan
eksekusinya lebih dahulu sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat
mengajukan banding atau kasasi.

Agar putusan eksekusi terlebih dahulu dapat dijalankan, ada 2 (dua) syarat
yang dapat dipenuhi, pertama, gugatan didukung oleh alat bukti surat otentik atau
surat di bawah tangan yang tidak dibantah dengan bukti lawan. Kedua, gugatan
didasarkan dan didukung alat bukti putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.

b) Pelaksanaan Putusan provisi

Gugatan atau tuntutan provisi adalah tuntutan lebih dulu yang bersifat
sementara mendahului putusan pokok perkara. Pasal 180 ayat 1 HIR
memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului
pemeriksaan dan putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan
atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat di eksekusi sekalipun perkara
pokoknya belum diputus.
¢) Akta Perdamaian

Pasal 130 HIR menyatakan Akta Perdamaian merupakan Akta yang di buat
oleh hakim selama persidangan yang berisikan perdamaian para pihak yang
berperkara. Akta Perdamaian bukan putusan pengadilan dalam arti memutus

perkara. Pasal 130 HIR mensejajarkan Akta Perdamaian dengan putusan yang
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telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila salah satu pihak ingkar
menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak yang lain dapat

mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.



